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MERINGANKAN dari hal

sudah akan diketahui balasan dari
kedua instansi tersebut.

“ladi saat ini, kita menunggu
saksi yang meringankan dari
pihakinspektorat dan BPK,” kata
Rostin.

Sebeluminya, pihak Kejaksaaan
Tinggi (Kejati) mengembalikan
berkas kasus perencanaan
pembangunan empat dermaga
wisata di Kabupaten Parigi
Moutong, yang melibatkan
Sekkab Parmout Ekka Pontoh
dan Damran selaku koordinator
pelaksana sebagai tersangka.

Kasubbid Penmas Bidhumas
Polda Sulteng Kompol Rostin
H:Bm_oﬁo mengatakan,
pengembalian berkas tersebut,
karena masih ada beberapa syarat
formil dan material yang masih
akan dilengkapt dalam berkas
perkara tersebut.

“Petunjuk yang masih akan
dipenuhi yakni, saksi tambahan

dari ahli dan BPK RI untuk
menentukan besaran kerugian
Negara,” katanya, Jumat
(19/9/2014) silam.

Dia .menambahkan, dalam
waktu dekat ini, penyidik
akan melakukan koordinasi
dengan pihak BPK RI, guna
menindaklanjuti petunjuk (P19)
dari pihak kejaksaan. Seperti
diberitakan sebelum yakalau Muh
Agus diduga kuat ikut kecipratan
aliran dana kasus empat dermaga
wisata di Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout). Selain itu,
giliran mantan Kepala Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika (Dishubkominfo)
Ekka Pontoh disebut-sebut juga
menerima aliran dana tersebut.
Ekka yang saat ini menjabat
Sekretaris Kabupaten (Sekkab)
Parmout diduga menerima Rp800
juta. Sesuai penelusuran yang
diakukan media ini, terungkap

indikasi empat bukti penerimaan
dana dalam bentuk kuitansi untuk
empat Dermaga Wisata Parmout
yang diterima oleh Ekka Pontoh.
Penerimaan pertama berlangsung
pada 21 Juli 2013 sebesar Rp300
juta dalam bentuk pinjaman
sementara yang ditandatangani
oleh Ekka Pontoh. Penerimaan
kedua berlangsung pada 31
Juli 2013 yang ditandatangani
oleh Ekka Pontoh tapi tidak
lagi mencantumkan tujuan
dari pembayaran seperti pada
kuitansi sebelumnya. Ini
juga terlihat untuk kuitansi
lainnya tanpa mencantumkan
tujuan dari pembayaran pada
kuitansi penerimaan. Misalnya,
penerimaan dana pada tanggal
7 Agustus 2013 dengan nilai
nominal Rpl7 juta serta
penerimaan dana pada tanggal
16 Agustus 2013 dengan nominal
Rp220 juta. Sehingga total dana

yang diterima atasnama Ekka
Pontoh untuk empat kuitansi
tersebut adalah Rp800 juta.
Seperti diketahui, Subdit
111 Tipikor Direktorat Reserse

Kriminal (Ditreskrimsus)

Polda Sulteng, mengusut kasus

dugaan tindak pidana korupsi

perencanaan empat dermaga
wisata fiktif di Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout).

Hasil penyelidikan Polisi,
ditemukan sejumlah fakta-fakta
yakni, pada tahun 2013 Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Parmout,
dilaksanakan perencanaan empat
dermaga wisata, yaitu dermaga
wisata Sibatang, dermaga wisata
Kecamatan Moutong, dermaga
wisata Pantai Nalera dan dermaga
wisata Desa Tada Selatan dengan
nilai kontrak Rp1.397.241.000.

Fakta lain yaitu, pada
17 Juni 2013 dilaksanakan

‘penandatanganan surat

perjanjian kontrak antara Dinas
Perhubungan Komunikasi
dan Informatika, dalam hal ini
dilakukan H. Ekka Pontoh, SH,
MH selaku PA sekaligus PPK dan
juga empat perusahaan pemegang
tender, yang mana semuanya
ditandatangani oleh Damran
selaku peminjam ke empat
perusahaan tersebut.

Lalu fakta berikutnya adalah
telah dilakukan pembayaran
100 persen, namun kegiatan
perencanaan berupa Survey
Investigasi dan Desain (SID)
Detain Enginer Design (DED)
dan Enginer Estimate (EE) atas
ke empat paket pekerjaan tidak
dilaksanakan dan dokumen SID,
DED dan EE dibuat secara tidak
benar (fiktif), sehingga menjadi
temuan BPK RI perwakilan
Sulteng pada pemeriksaan April
2014, aMr




